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EEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR /' TAHUHN 2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN
FADA DINAS BINA MARGA DAN SU MBER DAYA AIR KABUPATEN SAN GGAU

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA IR

KABUPATEN SANGQALU.

Menimbang : &  bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan  pmina mewtijudkan
kepasiian hak dan kewsgjiban berluieai pihak Vg
terkait denpgan penyelenggaraan  pelayanan, maka
seliap  penyelenggara  pelayanan publik  wajib
menctapkan standar pelayanan;

h bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
- ukuran kinerja dan  kualita« nenyelenggarasan
pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada
Dinas Bina Marga dan Sumber Uity o Arr Rabupatess

Sallgpal,
€ Lahwa berdasarkan  pertimbangas subugaingiu
dimaksud dalam huruf a dan Rorer b, penetaparn
Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Sanggau perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten
Sanggau;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomeor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Dasrah Tinglkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Renublik Indonesia

' Tahun 1953 Nemor 9) sebagai Undang-Undang
\Lembaran Megara Republik Indonesig Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaras hugara  Republik
Indonesia Nomor 1820);

i <. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersili dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme {[Lembaran vegara Republik
Indonesia Tahun 1999 Namor 75 dlan  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 385 L);




4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
[Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585

Ln

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201+ rentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negars
Republis Indonesia Nomor 5494,

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  vegara Repubilk
indenesia Tahun 2014 Nomo 244,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubsh, terakhir

dengan Undang-Undang Nemor & Tahua 2015
(Lembaran Negara Republik Indes: <ia Tabhun 2015
Nomnr 58, Tambahan Lembaran Negara Repihliy

Indonesia Nomor S679):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Fabiun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik

¥ Indonesia Rahun 2012 Nomor 2 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tshun 2016 Nomor | 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 58 871

9.  Peraturan Menter Negara Pendavagsiinaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 35 Tahun 2019
' tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan,

g 10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

11. Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur
b Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sangzav Nomor 18 Talun
2015 tentang Pembentukan dan Suunan Perangkat
Daerah; '

13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelavanan Publik:

14. Peraturan Bupati Sangpau Nomor U8 Tahun 2026
tentang  Kedudukan, BSusunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dacrah Kabupaten
Sanggats;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Standar pelavanan pada Dinas Bina Marga dan Sumber
Dava Air Kabupaten Sanggau, sebagsining tercantim
dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Standar pelayanan pada Dinas Bina Marpga dan Sumber
Daya Air Kabupaten Sanggau, meliput ruang lingkup
pelayanan

a. barang:;

0. jasa; dan

C. administracif.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU
wajib dilaksanakan oleh penyelenggars | pelaksans dan
sebagal acuan dalam penilaian kinerja pelavanan oleh
pimpinan  penyelenggara, aparst penpawasan  dan
masyarakal dalam penyelenggaraan pelavanan publik.

Keputuszan ini mulai ‘berlaku pada 1anoeal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan
dan penvempurnaan scbagaimana mesting:

Ditetapkan oi  -ungpau
pade tanggal -7 Janven 2307

KEFPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA Alle
KABUPATEN SANGULAL.

o —
‘. " Pembina Ytama Muda

MIPLFE631219 199203 1 n04



LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
- AlR KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : U TAHUN 2021
, TANGGAL : 2% JANUUARI 2021
] TENTANG : STANDAR PELAYANAN FADA  DINAS BINA
MARGA DAN SUMBER DAVA AIR KABUPATEN
SANGGAU

A. PENDAHULUAN
1, Visj

Pembangunan [nirastruktur Jalan dan Sumber Dave Air Yang Andal,
Terpadu dan Berkelanjutan.

2. Misi

a. Mewujudkan Pembangunan Insra Struktur Jalan dian Jmebatan yang
berkelanjutan dengan mobilitas, aksebilitas dan Keselamatan vang
memadai, dalam rangka meningkatkan pelayunan koncktivitas,
mendukung pengebangan wilayah, serta kelancaran arus orang dan
disribusi barang/jasa;

b. Mewujudkan Pembangunan insfrastruktur Sumber Dayva Air untuk
mendukung Revitalisasi pertanian, serta ketahanan air, pangan dan
energi, berlandaskan konservasi dan pendayagunas: sumber daya air
scrta pengendalian daya rusak air;

. €. Menyelenggarakan pembangunan insfrastruktur julan dan sumber
daya ir secara terpadu berbasis penataan ruang serta didukung oleh
tata keilﬂl;_ dan industri jasa konstruksi vang berkualitas; dan

d. Meningkata tata kelola organisasi pemerintahan vana meliputi sumber
daya manusia, pembinaan dan pengendalian, seriu kesekretariatan
untuk mendukung fungsi manajemen vang meliputl perencanaun
yang terpadu, pengorganisasian yang efisen, pelaksinaan vang tepat,
dan pengawasan yang tepat.

3. Motro

Siggap Membangun Sanggau



- STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI [ZIN USAHA JASA KONSTRUKS]

I:[U.JH] DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AlR KABUPATEN
SANGGAL

|
l_ﬂ O

ECMPONEN

URALAN |

[T,

{

| 2. | Maksud dan Tujuan

Dasar Hukum
|

- Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara |

- Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014
tentang Administrasi Pomorintahan

- Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi

- Undang - Undang Nomor 11 tahan 2021
tentang Cipta Kerja

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota ,

- Peraturan Menteri Prkenaan Umum dan |
Perumahan Rakyat Nomor & Tahun E'D'Ell
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Prm:iun:
Pada Penyelenggaraan Ferizinan Eeruﬁaha
Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan |
Perumahan Rakyat

- Peraturan Menteri Pendayvugunaan Aparal url
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan |
Standar Operasional Prosedur Administrasi|
Pemerintahan .

- Peraturan Bupat Sanggau Nomor 3 Tahun |
2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar |
D perasional Prosediur  Fenyelenggaraan |
Pemerintahan di  Lingkungan  Pemerinluh
Kabupaten Sanggau.

| Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis

dalam pembangunan di daerah sehingga dalam
pelaksansannys perlu dilukulun pembinaan dun
pengendalian baik terhadap penyedia jasa,
PENgEUNa jasa maupun  masyarakal pguna
menumbuhkan pemahaman dan  kesadaran
akan tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban
meningkatkan kemampuan dalam mewujudican |
kualitas hasil pekerjaan konstruksi serta tertib
usaha jasa konstruksi wwlalui  pemberiun
rekomendasi izin usaha Jusa konstrulsi,

A

Klasifikasi / Saran

Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan)
a. Perencanaan / Pengawisan Arsitekiur
b. Perencanaan [ Pengawasan Rekayasa
c. Perencanaan [ Penpawssan Tata Ruang
d. Bangunan Lainnya

Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan)
8. Bangunan Gedung
L. Bangunan Sipil

¢. Bidang  Peckerjaan Mekanikal® dan |
Elektrikal |

Perayaratan

d. Bangunan Lainnya |
Persyarat dan Keterangan
a, Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) :

b. Copy Akta Pendirian Perusahaan ,.-'|
Perubuhun Terakhin ¢




=

———

¢. Copy SKA / SKTK PIT-BU | =
u d. Copy ljazah dan KTP dari PJT-BU ; i
e. Surat Pernyataan Pengilatan Diri PJT dan '
' PJBU ;

Copy Momor Pokok Wajib Pajak (NPWE) !
Badan Usaha | |
g. Copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU) ; 5
h. Laporan Kegiatan Pekermaan Konstruksi ;|
1.
j-

=

1

| IUJK asli : dan |
Pas Photo Dirckrur ukuran 3x49cm

sebanyak 4 (empat) lem bar,

.Sistem,  Mrckanizme | SOP ( Standar Operasional Prosedur]
dan Prosedur !

Jangka Waktu | 6 [cnam) Hari Kega
Penyelesaian
. | Biaya [ Tanf Gratis . i : .
4. | Produk Pelayanan Rekomendasi Teknis izin Usaha Jasa Konstruksi |
Q,

Kritik dan Saran Telp. WA /SMS . GEEHEEE\ETEET [ Jam Kantor)




C. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI] TEKNIS TDUP DINAS BINA MARGA
DﬁI‘I SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

N KOMPONEN LTRF'.L“.!"-;
1. | Dasar Hulkum - Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara

- Undang - Undang Nomor 30 tahun 2{]14}
l tentang Administrasi Pemerintalian ]
- Undang - Undang Nemor 2 tahun 2017 |
y tentang Jasa Konstruksi
' « Undang - Undang Nomor 11 tahun 2021 |
tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52'
| Tahun 2011 tentang Standar Operasional |
Prosedur di Lingkunpgan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten /Kota
| - Peraturan Menteri Pekeriasn Umum dan |
Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk |
Pada Penyelenggaraan [orizinan Berusaha |
Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pendavuagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan |
Standar Operasional Prosedur Hdm:mstraml
Pemerintehan
- Peraturan Bupatl Sanggau Nomor 3 ‘Fahltnl
2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar |
l Uperasional Prosedur Penyelenggaraan
Pemerniahan di Lingkuogan  Pemerinlah
] ] — b Kabupaten Banggau, -
2. | Maksud dan Tujuan Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis |
& dalam pembangunan di dacrah sehingga dalam |
pelaksanaannya perlu dilaleulian pembinuean dan
pengendalian  baik rterhadap  penyedia  jasa,
pengguna  jasa maupun masyarakat guna
menumbuhkan pemahaman den  kesadaran
akan tugas, fungsi, serla halk dan ki:wajibqnl
meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan |
kualitas hasil pekerjaan konstruksi serta tertib |
| useha jasa konstruks: seclalul pcml}mmnl
; rekomendasi izin usaha jesa sunstiuksl, |

3. | Klasifikasi / Saran Jasa Konsultasi (Perencanasn dan Pengawasan| |
a. Perencanaan / Pocnpawasan Arsitelctur
b. Perencanaan / Pengawnsan Rekayasa
c. Perenceanaan [ Penguw.c:an Tata Ruang
d. Bangunan Lainnya

Jaza Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan)
ﬂ 8. Bangunan Gedung I |
b. Bangunan Sipil
¢. Bidang  Pekerjaan  Mekanikal dan
i Elektrikal
! d. Bangunan Lainnya
| 4. | Persyvaratan Persyarat dan Keteranpgan
Copy SKA [ SKTK ;
Copv KTP ;
Copy NPWP ; dan
Pas Photo berwarna pemochon ukuran |
= 3x4cm sebanyak 2(dua) lembar.

oo




5 | Sistem,  Mekanisme | SOP | Standar Operasional Frosedur)

dan Prosedur
5. | Jangka Walctu | 6 [enam) Hari Kerja —
Penyelesaian .
| 7. | Biaya [ Tarif | Gratis ' !
8. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Teknis TOUF

|
9. | Kritik dan Saran Telp. WA/SMS : 082353267477 [ Jam Kantorl |




D. STANDAR PELAYANAN KARTU PENANGGUNG JAWAE TEKNIS DINAS BINA
MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAL

NO

KOMPONEN

Is

1
]

|

URAIAN

Dagar Hulkum

= B == .
2. | Maksud dan Tujuan

- Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Necara |

- Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014
tentang Administrasi Pegrerintahan

- Undang - Undang Nomoer 2 tahun 2017 |
tentang Jasa Konstruks

- Undang - Undang Nomos 11 tahun 2021 |
tentang Cipta Kerja

- Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 5:'.|
Tahun 2011 tentang Standar Operasional |
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi |
dan Kabupaten/Kota

= Peraturan Menteri Pekeraan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor & Tahun 2021
tentang Standar Kegistan Usaha dan Produk
Pada Penyelenggaraan Divizinan Berusaha |
Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan |
Perumahan Rakyat A |

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan '

- Peraturan Bupati Sanponu Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pedoman Benyusunan Standar
Opcrasional  Prosedur  Penyelenggaraan
Pemerinlahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sanggau.

Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis
dalam pembangunan di daerzh sehingga dalam
pelaksanaannya periu dilakulum pembinaan dun
pengendaiian baik terhadap penyedia  jasa,
pengguna jasa maupun masvarakat guna
menumbithkan pemahaman dan  kesadaran |
akan tugas, fungsi, serta huk dan kewajibap |
meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan |
kualitas hasil pekerjaan konstruksi serta tertib
usaha jasa konstruksl cwelalul pemberian
rekomendasi izin usaha jasa konstruksi,

Klagifikasi / Saran

Persyaratan

I

Jasa Kensultasi (Perencanaan dan Pengawasan)
e, Perencanaan / Pengawasan Arsiteltur
{. Perencanaan / Pengawasan Rekayasa
g Perencanaan [ Pengawisan Tata Ruang
h. Bangunan Lainnya !
Jasza Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan)
i. Bangunan Gedung
j- Banpgunan Sipil
k. Bidang  Pekerjaan  Mekanikal dan
Elcktrikal
l. Banpunan Lainnya

Pergyaratan dan Keterangan
a. Persyaratan Pengikatan Diri PIT-BUJK
dengan Direktur ; Penanggung Jawab
BUJK :
b. Copy SKA / SKTK PJIT BUJK yang telzh
dilegalisir lembaga ;




g,

TR e

. Copy liazah terakhir PIT-BUJK [minimal

SMA /SMK sederaint)

Copy SBU yang masih Leriaky
Kartu PJT-BUJK asli  yang masa |
berlakunyatelah habis atau yang akan I
dirubah  (khusus peTpEnjangan  darn |
perubahanj ;

Copy KTP ;

Copy NFWP ;

. Pas photo berwarnu ukuran 3xdem

sebanyak 2 (dua) lembur -

Surat keterangan dalsm proses SKA dan
atau SKTK PJT-BUJK dari lembaga yang
berwenang ; dan i
Surat kuasza bermaliai Rp., 6.000.-, |
dilampiri copy KTP / Tanda identitas
pihak yang dibert kuasa, apabila |
penyampaian berkas permohonan tidak
dilakukan sendiri nleh nemohon.

SOP ( Standar Up&rasic-nmﬁr_rscdur}

© (enam) Har Kerja

Sistem, Mekanisme
| dan Prosedur
o, | Jangka Waktu
Penvelesaian
7. | Biaya [/ Tarif Gratis |
8. | Produk Pelayanan
| 9. | Kritik dan Saran

Kartu Penanggung Jawab Tekiiis

Telp. WA/SMS : 082353267477 ( Jam Kantor]

Ditetapkan i Sanggau
pada tanggal 7 Jeesas 2021

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA Al
KABUPATEN SANGGALU,




